MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang . a. bahwa penyesuaian sistem kerja merupakan salah satu
tahapan dalam penyederhanaan birokrasi yang dilakukan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Sistem
Kerja diLingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 20 23t entang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 997);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Menetapkan Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda

dan Olahraga yang selanjutnya disebut Sistem Kerja
Kemenpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

Sistem Kerja Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU merupakan serangkaian prosedur dan tata
kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sistem Kerja Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab | Pendahuluan, yang meliputi  latar belakang,
pengertian , maksud dan tujuan  serta prinsip ;
b. Bab Il Penyesuaian Sistem Kerja Kementerian Pemuda
dan Olahraga, yang meliputi :
1. mekanisme kerja; dan
2. alur mekanisme kerja
c. Bab lll Penutup.

Sistem Kerja Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU sebagai acuan bagi seluruh  Unit Organisasi
dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
dalam melakukan penyesuaian  sistem kerja setelah dilakukan
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan sistem kerja di
lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi melaksanakan peran dukungan
percepatan pe nerapan sistem kerja .

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KELIMA , Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
bertugas :

a. melakukan bimbingan teknis penerapan sistem kerja; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem
kerja dan kebijakan sistem kerja secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau s ewaktu -

waktu sesuai kebutuhan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEENAM , Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
dapat melibatkan Sekretariat Deputi serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga
melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku setelah dilakukan nya
Penyetaraan J abatan  Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,;

2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan
Olahraga;

4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan
Olahraga; dan

5. Inspektur .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

SANUSI

NIP. 196412011985031001



